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ABSTRAK 

PENDAFTARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI 

GEOGRAFIS PISANG MULI SEBAGAI PRODUK 

KEKAYAAN ALAM LAMPUNG 

 

Oleh 

 

Muhammad Mukhlis Dalimunte 
  

Pisang Muli, sebagai salah satu produk khas dari Lampung, memiliki potensi besar 

untuk diakui sebagai indikasi geografis karena keunikan yang dipengaruhi oleh 

faktor geografis dan budaya lokal. Perlindungan melalui indikasi geografis tidak 

hanya memberikan jaminan hukum terhadap keaslian produk, tetapi juga 

mendukung pelestarian tradisi lokal serta meningkatkan nilai ekonomi di pasar 

global. Perlu dikaji upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Lampung serta pendaftaran Pisang Muli sebagai indikasi 

geografis, mengingat hal tersebut memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan 

administrasi dan hukum dengan keterlibatan aktif pemerintah, produsen, dan 

masyarakat lokal. 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian ini menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang 

bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta mekanisme perlindungan indikasi 

geografis di Indonesia. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup 

undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen terkait lainnya. Analisis 

dilakukan untuk mengevaluasi regulasi yang mendasari proses pendaftaran Pisang 

Muli sebagai indikasi geografis, hambatan implementasi, dan potensi manfaat 

hukum, ekonomi, serta budaya dari perlindungan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pisang Muli memenuhi kriteria sebagai 

produk berindikasi geografis, meliputi keterkaitan dengan faktor alam dan budaya 

khas Lampung. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang berupa perlindungan 

preventif dan represif dapat memberikan dampak positif bagi produsen lokal, 

memperkuat daya saing produk di pasar global, dan melestarikan tradisi lokal.  

Pendaftaran yang merupakan sebagai langkah preventif membutuhkan dokumen 

deskripsi yang rinci, melibatkan verifikasi oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, serta 

pengawasan pasca-pendaftaran untuk menjaga reputasi dan kualitas produk.  

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Perlindungan 

Hukum. 
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ABSTRACT 

 

REGISTRATION AND LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL 

INDICATION FOR PISANG MULI AS A NATURAL HERITAGE PRODUCT 

OF LAMPUNG 

 

By 

 

Muhammad Mukhlis Dalimunte 
  

Pisang Muli, as one of Lampung's distinctive products, demonstrates significant 

potential to be recognised as a geographical indication due to its unique 

characteristics shaped by geographical factors and local cultural influences. 

Protection through geographical indications not only ensures legal authenticity but 

also supports the preservation of local traditions and enhances the product's 

economic value in global markets. In this context, it is essential to examine the legal 

protection measures that can be implemented by the Lampung Provincial 

Government as well as the registration of Pisang Muli as a geographical indication, 

bearing in mind that this process requires meeting various administrative and legal 

requirements with the active involvement of government authorities, producers, and 

local communities. 

This research is a normative study with a descriptive research design. It adopts a 

legal framework approach aimed at analysing the legal basis and mechanisms for 

protecting geographical indications in Indonesia. Data were obtained through a 

literature review encompassing statutes, government regulations, and other 

pertinent documents. The analysis was conducted to evaluate the regulations 

underlying the registration process of Pisang Muli as a geographical indication, 

the challenges in implementation, and the potential legal, economic, and cultural 

benefits of such protection. 

The study results indicate that Pisang Muli meets the criteria as a geographical 

indication product, encompassing its connection to the natural and cultural factors 

unique to Lampung. Geographical indication protection, through both preventive 

and repressive measures, can have a positive impact on local producers, strengthen 

the competitiveness of the product in global markets, and preserve local traditions. 

Registration, as a preventive measure, requires a detailed descriptive document, 

verification by the Geographical Indication Expert Team, and post-registration 

supervision to maintain the product’s reputation and quality. 

Keywords: Intellectual Property Rights, Geographical Indications, Legal 

Protection. 
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MOTTO 

 

“Dan Katakanlah: 'Bekerjalah, Allah akan melihat pekerjaanmu dan Rasul-Nya 

dan orang-orang yang beriman, dan kamu akan dikembalikan kepada pengetahuan 

tentang segala apa yang kamu kerjakan.'” 

(QS. At-Taubah: 105) 

 

“Barangsiapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya, barangsiapa 

yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barangsiapa yang 

berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada 

seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran.” 

(HR. Bukhari) 

 

“Be strong, love, and believe in yourself.” 

(Emma Watson) 

 

“If you can’t survive, just try...” 

(The 1975) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara dengan kekayaan alam yang melimpah meliputi 

hutan hujan tropis yang luas, terumbu karang yang indah, dan keanekaragaman 

hayati yang unik sehingga memegang peran penting dalam biodiversitas global.1 

Keberagaman alam yang dimiliki Indonesia terwujud dalam berbagai spesies flora 

dan fauna yang khas serta bervariasi, yang mempengaruhi ekosistem global dan 

kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber 

daya alam beragam serta tak ternilai harganya yang tersebar di berbagai wilayah, 

dengan ciri khas tersendiri. Keanekaragaman ini tidak hanya menjadi identitas 

Indonesia, tetapi juga menegaskan bahwa beberapa kekayaan alam hanya terdapat 

di lokasi tertentu, menjadikannya unik dan tak tergantikan. 

Keberagaman sumber daya alam dan kekhasan setiap daerah di Indonesia menjadi 

inspirasi lahirnya produk-produk unggulan yang mendunia. Kekayaan alam yang 

melimpah ini dipadukan dengan kreativitas dan kearifan lokal, menghasilkan 

berbagai produk istimewa yang tidak hanya memiliki manfaat praktis tetapi juga 

menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi daerah asalnya. Keragaman ini 

semakin mengukuhkan posisi Indonesia di pasar internasional sebagai negara yang 

dikaruniai dengan sejarah budaya serta melimpahnya sumber daya alam. Oleh 

karena itu, penting untuk melindungi dan mempromosikan Indikasi Geografis (IG) 

untuk mempertahankan keunikan dan kualitas produk-produk tersebut.2

                                                           
 1 Thammineni Pullaiah. Global Biodiversity: Volume 1: Selected Countries in Asia (1st 

ed.). (New York: Apple Academic Press, 2018). Hlm. 149-154 

 2 Deslaely Putranti dan Dewi Analis Indriyani. Perlindungan Indikasi Geografis Oleh 

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta. Jurnal Ilmiah 

Kebijakan Hukum. Vol. 15, No. 3, 2021. Hlm. 397 
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Untuk melindungi kekayaan ini dan memastikan kelestariannya, terdapat suatu 

sistem perlindungan hukum dikenal sebagai Indikasi Geografis yang merupakan 

salah satu aspek dari Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum 

yang khas bagi berbagai produk khas yang dibuat di berbagai daerah di Indonesia, 

sehingga dapat membantu melestarikan kekayaan tersebut serta memastikan 

keberlangsungannya.3 Sistem perlindungan ini memberikan pengakuan resmi serta 

hak eksklusif kepada komunitas lokal di daerah asal produk tersebut untuk 

memproduksi, memasarkan, dan melindungi produk mereka dari pemalsuan atau 

penyalahgunaan. Indikasi Geografis memungkinkan pengakuan serta apresiasi 

nasional terhadap barang yang dibentuk oleh faktor geografis serta budaya setempat 

dalam kaitannya dengan kualitas dan atributnya.4 Dengan meningkatkan daya saing 

produk Indonesia di seluruh dunia serta meyakinkan konsumen akan keasliannya, 

perlindungan ini mengangkat produk lokal ke posisi yang lebih tinggi.  

Di Indonesia, pengaturan mengenai indikasi geografis masih tergabung dengan 

pengaturan merek. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selanjutnya secara khusus diperjelas 

dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi 

Geografis.  Peraturan-peraturan ini menjadi landasan hukum yang kokoh untuk 

melindungi kekayaan alam dan budaya bangsa. Indikasi Geografis berfungsi 

sebagai sarana untuk mengidentifikasi asal suatu produk serta sejauh mana kualitas 

dan karakteristiknya telah dibentuk oleh faktor yang spesifik pada daerah tersebut, 

baik faktor tersebut berupa lingkungan alam, aktivitas manusia, atau campuran 

keduanya.5 

 

                                                           
 3 Fitri Hidayat. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi 

Geografis di Indonesia. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 10, No.1, 2014. Hlm. 73 

 4 Hanifatus Solichach, Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas 

Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta), (Yogyakarta: Mei 2017), 

Hlm. 27 

 5 Gusti Ayu Putu Eka Agustina dan Taufik Yahya. Perlindungan Hukum Terhadap Produk 

Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Hangoluan Law Review, Vol. 

18. No. 2, 2022, Hlm. 205 
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Setiap produk Indikasi Geografis di Indonesia harus didaftarkan telebih dahulu 

melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan 

HAM agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.6 Sistem Indikasi 

Geografis memainkan peran krusial yang tidak hanya berperan untuk menjaga 

keaslian dan mutu produk, tetapi juga dalam mendorong pengembangan ekonomi 

lokal melalui penciptaan nilai tambah bagi karakteristik produk-produk khas dari 

berbagai daerah.7 Dengan memberikan pengakuan resmi pada produk yang berasal 

dari lokasi tertentu, Indikasi Geografis membantu memastikan bahwa produk 

tersebut mempertahankan kualitas dan ciri yang khas. Perlindungan ini juga 

berkontribusi pada pelestarian tradisi dan keterampilan lokal yang telah diwariskan 

turun-temurun di masing-masing daerah penghasil. Indikasi Geografis berpotensi 

untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan membuka pasar baru, 

meningkatkan warisan budaya, menumbuhkan apresiasi yang lebih besar terhadap 

kekayaan budaya, dan memperkuat identitas budaya lokal. 

 
Beberapa produk Indikasi Geografis yang terdaftar dalam Dirjen Kekayaan 

Intelektual Republik Indonesia diantaranya Garam Kusamba Bali, Kopi Arabika 

Toba dari Sumatera Utara, Kangkung Lombok dari Nusa Tenggara Barat, Pala 

Tomandin Fakfak dari Papua Barat. Dilansir dari laman ig.dgip.go.id atau E-

Indikasi Geografis RI mengenai listing produk terdaftar, produk Indikasi Geografis 

didominasi oleh hasil panen sumber daya alam yang memiliki nilai guna pangan. 

Namun perlu diketahui bahwa produk Indikasi Geografis tidak hanya sebatas itu, 

banyak juga produk sandang yang didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, seperti 

diantaranya, Tenun Bumpak Seluma dari Bengkulu, Tenun Doyo Benuaq Tanjung 

Isuy Jempang Kutai Barat dari Kalimantan Timur, Tenun Nambo dari Sulawesi 

Tengah, Tenun Songket Alor dari Nusa Teggara Timur. Selain itu juga terdapat 

produk papan yang didaftarkan sebagai Indikasi Geografis seperti Mebel Ukir 

Jepara dari Jawa Tengah dan Gerabah Kasongan Bantul dari Daerah Istimewa 

Yogyakarta.8 

                                                           
 6 Tim Lindsey, dkk. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. (Bandung: PT Alumni, 

2013). Hlm. 139-140 

 7 Hanifatus Solichach. Op. cit. Hlm. 52 

 8 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI.  

https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing, diakses pada 25 September 2024 

https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing
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Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia sekaligus menjadi gerbang pulau 

Sumatera yang diindahkan dengan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam 

Lampung juga menjadi salah satu sumber kehidupan dan budaya bagi 

masyarakatnya. Di Lampung, terdapat 2 Indikasi Geografis yang telah terdaftar 

yaitu, Kopi Robusta Lampung sebagai produk pertama dari Lampung yang terdaftar 

pada tanggal 13 Mei 2014 dengan nomor ID G 000000026 dan  Lada Hitam 

Lampung yang terdaftar pada 2 Mei 2016 dengan ID G 000000042.9 Kedua produk 

terdaftar ini merupakan salah dua contoh representatif dari berbagai sumber daya 

alam khas lampung yang tersedia. Pendaftaran produk-produk dengan indikasi 

geografis ini tidak hanya memperkuat identitas lokal Lampung, tetapi juga 

menambah daya tarik produk-produk tersebut di pasar internasional. Hal ini dapat 

membantu Lampung untuk terus melestarikan kekayaan alam dan budaya yang 

bernilai tinggi. 

Di antara kekayaan alam Lampung yang ada, Pisang Muli hadir sebagai salah satu 

buah khas daerah ini. Pisang Muli tidak hanya bernilai kuliner, tetapi juga memiliki 

potensi ekonomi yang besar. Pisang Muli ditanam secara luas di berbagai daerah di 

Lampung sehingga menjadi sumber pendapatan bagi para petani lokal. Kemudahan 

budidaya dan ketahanan terhadap hama menjadikan Pisang Muli sebagai suatu 

pilihan teratas teruntuk para petani di Lampung. Keunikan Pisang Muli tak hanya 

terletak pada rasa dan nilai ekonominya, tetapi juga pada sejarah dan budayanya. 

Pisang ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi dan adat istiadat 

masyarakat Lampung sejak zaman dahulu, seringkali digunakan untuk berbagai 

acara, seperti upacara adat, sesaji, atau camilan sehari-hari. Di beberapa daerah, 

Pisang Muli bahkan digunakan sebagai seserahan dalam pernikahan, 

melambangkan harapan akan kehidupan yang manis dan sejahtera.10 

 

 

                                                           
 9 Ibid. 

 10 Raras Wenny. “Mengenal Pisang Muli, Varietas khas Lampung yang Kaya Manfaat dan 

Gizi” https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/09/04/mengenal-pisang-muli, diakses pada 25 

September 2024  

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/09/04/mengenal-pisang-muli
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Pisang Muli merupakan tanaman khas Lampung yang mudah ditanam. Kata “Muli” 

pada pisang ini memiliki arti gadis yang belum menikah, yang secara etimologi 

sudah identik dengan Lampung. Tentunya Pisang Muli memiliki posisi yang 

penting sebagai salah satu tanaman khas yang perlu dilestarikan dan dijadikan 

identitas dari Provinsi Lampung. Pisang Muli adalah Sumber Daya Genetik Lokal 

Provinsi Lampung yang telah didaftarkan pada Pusat Perlindungan Varietas 

Tanaman dan Perizininan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian dengan 

Nomor Pendaftaran 1043/PVL/2019 tanggal 8 Februari 2019.11 Hal ini 

menunjukkan pengakuan dan perlindungan negara terhadap kekayaan alam khas 

Lampung ini. Keunikan dan pengakuan terhadap produk Lampung ini memberikan 

pandangan mengenai perlunya didaftarkan perlindungan hukum guna dijadikan 

sebagai produk unggulan di Provinsi Lampung yang diakui hukum. 

Pemberian perlindungan hukum bagi Pisang Muli merupakan langkah yang dapat 

diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan melestarikan 

kekayaan alam Lampung, khusunya pada entitas Pisang Muli itu sendiri. 

Pemerintah daerah dan masyarakat Lampung perlu bekerja sama untuk 

mewujudkan hal ini. Dengan adanya perlindungan ini, dapat menjadi sebuah nilai 

bagi Pisang Muli untuk semakin dikenal serta bermanfaat bagi masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mempertimbangkan untuk mengangkat 

topik ini dalam sebuah penelitian dengan judul penelitian: “Pendaftaran dan 

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pisang Muli Sebagai Produk 

Kekayaan Alam Lampung”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa 

rumusan masalah yang dapat dikaji, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis yang dapat 

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap Pisang Muli sebagai 

produk asli kekayaan alam Lampung yang sudah terdaftar di PVT? 

                                                           
 11 Diskominfotik Provinsi Lampung. “Pisang Muli, Varietas Lokal Provinsi Lampung”, 

https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/pisang-muli-varietas-lokal-provinsi-lampung, 

diakses pada 10 Agustus 2024 

https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/pisang-muli-varietas-lokal-provinsi-lampung
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2. Bagaimana pendaftaran Pisang Muli di daerah Lampung sebagai upaya 

perlindungan hukum Indikasi Geografis? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada potensi dan upaya perlindungan 

hukum yang dilakukan terhadap Pisang Muli sebagai salah satu  varietas tanaman 

khas Lampung dengan meninjau bidang Indikasi Geografis, mengkaji upaya-upaya 

tersebut dari perspektif hukum perdata, khususnya UU No. 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham No. 12 Tahun 2019 tentang 

Indikasi Geografis, dan PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pada 

penelitian ini juga berkenaan dengan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan 

Perizininan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian yang mana Pisang Muli 

sudah terdaftar sebagai salah satu Sumber Daya Genetik Lokal Provinsi Lampung 

dengan Nomor Pendaftaran 1043/PVL/2019. 

D. Tujuan Penelitian 

Penulis memberikan sejumlah poin mengenai tujuan penelitian berdasarkan 

rumusan masalah yang telah dipaparkan, diantaranya: 

1. Untuk menganalisa upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis yang dapat 

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap Pisang Muli sebagai 

produk asli kekayaan alam Lampung yang sudah terdaftar di PVT. 

2. Untuk menganalisa proses pendaftaran Pisang Muli di daerah Lampung 

sebagai upaya perlindungan Indikasi Geografis. 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

a. Kontribusi terhadap Teori Indikasi Geografis: Penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih terhadap pengembangan teori HKI, khususnya 

yang berkaitan dengan Indikasi Geografis, dapat mengambil manfaat dari 

penelitian ini. Penelitian ini dapat berkontribusi pada gagasan perlindungan 

hukum Indikasi Geografis dengan memperluas pemahaman akan konsep 

tersebut..  
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b. Kontribusi sebagai Sumber Pemikiran dan Referensi: Penelitian ini dapat 

dijadikan sumber pemikiran bagi pembaca untuk mengetahui ilmu-ilmu 

yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi 

Geografis. Serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dengan 

bidang yang terkait. 

  

2. Kegunaan Praktis 

a. Panduan terhadap pendaftaran Indikasi Geografis: Hasil dari penelitian ini 

dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana mekanisme 

perlindungan hukum dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi 

produk-produk yang memiliki nilai geografis dan budaya. Penelitian ini 

dapat memberikan panduan praktis mengenai proses pendaftaran Indikasi 

Geografis, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk 

memastikan bahwa produk-produk tersebut diakui dan terlindungi dengan 

baik. 

b. Menyediakan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya 

kepada para petani Pisang Muli, mengenai keberadaan dan pentingnya 

pendaftaran indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan hukum untuk 

produk asli kekayaan alam Lampung. Dengan memahami manfaat dari 

pendaftaran Pisang Muli dalam sistem indikasi geografis, para petani 

diharapkan akan lebih fokus pada peningkatan kualitas Pisang Muli. Hal ini 

akan berkontribusi pada peningkatan nilai jual produk, karena barang yang 

lebih berkualitas akan memiliki daya tarik yang lebih tinggi di pasar. 

  



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Kekayaan Intelektual 

1. Definisi Kekayaan Intelektual  

Istilah Kekayaan Intelektual (KI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah 

padanan bahasa Indonesia dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu Intellectual 

Property (IP) atau Intellectual Property Rights (IPRs).12 Di Indonesia, 

penerjemahan ini tidak hanya sekadar mengadaptasi istilah, tetapi juga 

mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan konsep perlindungan atas kekayaan 

intelektual ke dalam kerangka hukum nasional. Pengenalan dan penerapan konsep 

KI/HKI di Indonesia menandai langkah penting dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi kreatif dan mendorong inovasi di berbagai bidang, termasuk teknologi, 

seni, dan budaya. 

Di Indonesia, istilah yang saat ini digunakan adalah Kekayaan Intelektual (KI), 

sementara singkatan HKI sudah tidak lagi lazim dipakai. Penggunaan singkatan 

"KI" ini diselaraskan dengan praktik yang umum di banyak negara, yang juga 

mengadopsi istilah Intellectual Property (IP).13 Perubahan ini mencerminkan upaya 

harmonisasi terminologi internasional, sekaligus memperkuat pemahaman dan 

pengakuan global terhadap konsep perlindungan kekayaan intelektual. Penggunaan 

istilah Kekayaan Intelektual (KI) bukan sekadar perubahan nama, melainkan 

strategi untuk memperkuat kerangka hukum dan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya hak-hak ini dalam mendorong inovasi dan kreativitas di tingkat nasional 

dan internasional.

                                                           
 12 Rohaini, Harsa Wahyu, Elly Nurlaili, dkk. Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual. 

(Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021). Hlm. 2 

 13 Ni Ketut Supasti Dharmawan, Wayan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia, dkk. Buku Ajar 

Hak Kekayaan Intelektual. (Yogyakarta: Deepublish, 2016). Hlm. 14 
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Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum 

untuk melindungi karya cipta, penemuan, dan inovasi seseorang atau kelompok.14 

Upaya perlindungan ini meliputi berbagai macam kreasi artistik serta teknologi, 

hingga merek dagang. Penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap HKI dapat 

mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi pidana atau 

perdata. Dalam konteks global yang semakin terhubung, penegakan hak-hak ini 

menjadi semakin penting untuk mendorong inovasi dan melindungi hak-hak 

pencipta dari tindakan yang merugikan. 

2. Perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia 

Sejak tahun 1840-an, peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di 

Indonesia telah ada, dimulai dengan undang-undang perlindungan HKI yang 

diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1844. Setelah itu, 

Belanda mengesahkan undang-undang mengenai Merek (1885), Paten (1910), dan 

Hak Cipta (1912). Pada masa itu, Indonesia yang masih dikenal sebagai 

Netherlands East-Indies, telah menjadi anggota Konvensi Paris (Paris Convention 

for the Protection of Industrial Property) sejak tahun 1888 dan Konvensi Berne 

(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) sejak tahun 

1914. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman 

pengumuman No. JS 5/41 tentang permintaan Paten dalam negeri dan Pengumuman 

No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang pendaftaran sementara Paten luar 

negeri.15  

Pada tahun 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris dengan beberapa 

pengecualian, menandai komitmen awal negara terhadap perlindungan hak 

kekayaan intelektual. Langkah ini diikuti oleh pengesahan UU Hak Cipta pada 

tahun 1982, yang menggantikan peraturan era kolonial dan bertujuan mendorong 

                                                           
 14 Nur Ismayanti Dewi dan Ana Silviana. Tinjauan Yuridis Aroma Sebagai Merek dalam 

Hak Kekayaan Intelektual. NOTARIUS. Vol. 16, No. 3, 2023. Hlm. 1189 

 15 Baskoro Suryo Banindro. IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Hak 

Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Bidang: Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk. 

(Yogyakarta: Badan Publikasi ISI Yogyakarta, 2015). Hlm. 7 
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inovasi serta penyebaran kebudayaan. Perkembangan signifikan lainnya terjadi 

pada tahun 1986, saat Presiden RI membentuk Tim Keppres 34, yang berperan 

penting dalam merumuskan kebijakan nasional dan sosialisasi HKI. Usaha tim ini 

berhasil mempercepat pengesahan UU Paten pada tahun 1989, menandai era baru 

dalam perlindungan HKI di Indonesia.16 

Selanjutnya pada 1987, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 

untuk menggantikan UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta, merespons 

meningkatnya pelanggaran hak cipta yang mengancam kehidupan sosial dan 

kreativitas. Setahun kemudian, melalui Keputusan Presiden No. 32 tahun 1988, 

dibentuk Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek (DJ HCPM) untuk 

menggantikan Direktorat Paten dan Hak Cipta, yang sebelumnya berada di bawah 

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman, 

sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum atas kekayaan intelektual di 

Indonesia. 

Kemudian di tahun 1988, Pemerintah Indonesia membentuk Direktorat Jenderal 

Hak Cipta, Paten, dan Merek (DJ HCPM) untuk menggantikan Direktorat Paten 

dan Hak Cipta. Kemudian, pengesahan UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten 

menandai akhir perdebatan panjang tentang pentingnya sistem paten di Indonesia. 

UU ini bertujuan melindungi penemuan teknologi, menciptakan iklim yang 

mendukung inovasi, serta menarik investasi asing. Pengembangan sistem Kekayaan 

Intelektual di Indonesia didorong oleh kebutuhan nasional untuk membangun 

perlindungan HKI yang efektif dan berkelanjutan.17 

Pada tahun 1992, Indonesia mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek, 

menggantikan aturan sebelumnya dari tahun 1961, dan mulai berlaku pada 1993. 

Langkah ini diikuti oleh penandatanganan Persetujuan TRIPs pada 1994 sebagai 

bagian dari hasil perundingan perdagangan global. Pemerintah Indonesia kemudian 

merevisi beberapa undang-undang di bidang kekayaan intelektual pada tahun 1997, 

                                                           
 16 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI. “Sejarah 

Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)”. https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-

djki. Diakses pada 17 Agustus 2024. 

 17 Ibid. 

https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki
https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki
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termasuk undang-undang terkait hak cipta, paten, dan merek, sebagai upaya untuk 

memperkuat kerangka hukum yang sejalan dengan standar internasional.18 

Pada akhir tahun 2000, Indonesia memperkuat regulasi di bidang kekayaan 

intelektual dengan mengesahkan tiga undang-undang baru terkait Rahasia Dagang, 

Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selanjutnya, untuk 

menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional seperti Persetujuan 

TRIPs, pemerintah mengesahkan UU Paten dan UU Merek yang baru pada tahun 

2001, diikuti oleh pengesahan UU Hak Cipta pada tahun 2002. Pembaruan ini 

menggantikan peraturan sebelumnya dan menandai langkah penting dalam 

modernisasi perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.19 

Sejarah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia mencerminkan 

komitmen negara terhadap pengakuan dan perlindungan inovasi dan kreativitas. 

Dimulai pada era kolonial Belanda pada 1840-an dengan undang-undang merek, 

paten, dan hak cipta, Indonesia bergabung dengan Konvensi Paris dan Berne. 

Perkembangan signifikan terjadi pada 1979 dengan ratifikasi Konvensi Paris, 

diikuti pengesahan UU Hak Cipta 1982, UU Paten 1989, dan pembentukan 

Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek (DJ HCPM) pada 1988. Langkah-

langkah ini memperkuat perlindungan hukum HKI dan menegaskan komitmen 

Indonesia dalam menghadapi tantangan global, mendorong inovasi, dan menjaga 

integritas kreatif bangsa. 

3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual 

Secara umum, Kekayaan Intelektual dapat dikelompokkan menjadi dua kategori 

utama, yaitu:20 

a. Hak Cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

kepada pencipta atas karya-karyanya di bidang sastra, seni, dan ilmu 

pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

                                                           
 18 Ibid. 

 19 Ibid. 

 20 Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati, dan Ecclisia Sulistyowati. Hukum Atas 

Kekayaan Intelektual (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS. 2021). Hlm. 12-14 
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Hak Cipta, hak ini muncul secara otomatis begitu suatu karya diwujudkan 

dalam bentuk nyata, sesuai dengan prinsip deklaratif. Perlindungan ini 

memberikan pencipta hak penuh untuk mengendalikan penggunaan karyanya, 

selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

b. Hak Milik Perindustrian/Industrial Property Rights atau biasa disebut hak 

kekayaan industrial adalah hak mengenai milik industri atau kekayaan 

industrial, terutama yang mengatur perlindungan hukum terhadap kekayaan 

intelektual di bidang industri. yang meliputi paten, merek, indikasi geografis, 

desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan 

perlindunga varietas tanaman. 

 

4. Prinsip Kekayaan Intelektual 

Menurut Sunaryati Hartono, sistem Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 

didasarkan pada empat prinsip utama yang dirancang untuk menyeimbangkan 

kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, yang diataranya:21 

a. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice): Prinsip ini menekankan 

bahwa pencipta berhak atas imbalan yang layak dan perlindungan hukum, tidak 

hanya di negara asal mereka tetapi juga secara internasional. Perlindungan 

global ini memberikan keamanan bagi pencipta, memastikan karya mereka 

diakui dan dilindungi dari pelanggaran di seluruh dunia.  

b. Prinsip Ekonomi (The Economic Arguement): Prinsip ini menjelaskan bahwa 

HKI lahir dari kreativitas dan pemikiran manusia yang menghasilkan karya 

yang bermanfaat bagi publik. HKI tidak hanya melindungi hasil ciptaan, tetapi 

juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial.  

c. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Arguement): Kemajuan kualitas hidup serta 

martabat manusia dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, seni, serta 

sastra. Perkembangan ini tidak hanya secara langsung membantu negara 

maupun masyarakat, tetapi juga menginspirasi ide serta hasil karya kreatif.  

                                                           
 21 Ibid. Hlm. 15-16 
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d. Prinsip Sosial (The Social Arguement): Prinsip ini menegaskan bahwa hukum 

tidak hanya mengatur kepentingan individu, tetapi juga mengelola interaksi 

mereka dalam masyarakat. Hukum melihat manusia sebagai bagian dari 

komunitas, di mana kepentingan individu terkait dengan hak dan kepentingan 

orang lain, dan berfungsi untuk menyeimbangkan serta mengatur hubungan ini 

dalam kerangka sosial yang lebih luas. 

 

5. Konvensi Internasional yang diratifkasi KI Indonesia 

Berikut adalah konvensi atau perjanjian Internasional yang diratifikasi dalam 

Hukum KI di Indonesia serta implementasinya dalam bentuk peraturan perundang-

undangan nasional:22 

Konteks KI Konvensi 

Internsional 

Regulasi Nasional 

Perlindungan dan 

Penegakan KI 

TRIPS Agreement (UU No. 7/1994) 

Pembentukan WIPO Convention 

Establishing the 

World Intellectual 

Property Organization 

(Keppres No. 15/1997 

tentang Perubahan atas 

Keppres No. 24/1979) 

Hak Kekayaan Industri Paris Convention for 

the Protection of 

Industrial Property 

(Keppres No. 15/1997 

tentang Perubahan atas 

Keppres No. 24/1979) 

Hak Cipta Berne Convention for 

the Protection of 

Literary and Artistic 

Works 

(Keppres No. 18/1997) 

                                                           
 22 Rohaini, Harsa Wahyu, Elly Nurlaili, dkk. Op. cit. Hlm. 24 
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Hak Cipta di Ranah 

Digital 

WIPO Copyright 

Treaty 

(Keppres No. 19/1997) 

Hak Terkait di Ranah 

Digital   

WIPO Performances 

and Phonograms 

Treaty 

(Keppress No. 74/2004) 

Fasilitasi Akses Ciptaan 

untuk Penyandang 

Tuna Netra, 

Penyandang Kerusakan 

Penglihatan atau 

Keterbatasan dalam 

Membaca, Pengguna 

Huruf Braille, Buku 

Audio 

Marrakesh Treaty to 

Facilitate Access to 

Published Works by 

Visually Impaired 

Persons and Persons 

with Print Disabilities 

(Marrakesh VIP 

Treaty) 

(Perpres No. 1/2020)  

Hak Pelaku 

Pertunjukan dalam 

Pertunjukan 

Audiovisual 

Beijing Treaty on 

Audiovisual 

Performances 

(Perpres No. 2/2020) 

Pendaftaran Paten di 

Negara Lain melalui 

Hak Prioritas 

Patent Cooperation 

Treaty 

(Keppres No. 16/1997) 

Penyederhanaan dan 

Harmonisasi Sistem 

Pendaftaran Merek 

Trademark Law 

Treaty 

(Keppres No. 17/1997) 

Pendaftaran Merek 

Secara Internasional 

Madrid Protocol (Perpres No. 92/2017) 

Tabel 2.1 Daftar Konvensi Internasional yang diratifikasi KI Indonesia 
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6. Jenis dan Regulasi Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia 

Berikut jenis-jenis Kekayaan Intelektual di Indonesia serta dasar hukum yang 

melindunginya:23 

Jenis KI Konteks KI Regulasi 

Hak Cipta Karya orisinal dalam bidang sastra, seni, 

dan ilmu pengetahuan yang otomatis 

mendapat perlindungan. 

 

UU 28/2014 

Paten Suatu penemuan di bidang teknologi yang 

mengandung unsur kebaruan, melibatkan 

langkah inovatif, dan mempunyai 

penerapan praktis dalam industri. 

 

 

 

UU 13/2016 

Merek Merek yang dapat berupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna 

dalam dua atau tiga dimensi, suara, 

hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut berfungsi sebagai alat pembeda 

yang digunakan dalam kegiatan 

perdagangan. 

 

 

 

 

 

UU 20/2016 
Indikasi 

Geografis 

Suatu tanda yang digunakan untuk 

mengidentifikasi barang-barang yang 

berasal dari suatu daerah atau wilayah 

tertentu, dimana barang-barang tersebut 

mempunyai kualitas, reputasi atau 

karakteristik unik yang terkait langsung 

dengan asal geografisnya. 

                                                           
 23 Rohaini, Harsa Wahyu, Elly Nurlaili, dkk. Op. cit. Hlm. 26-31 
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Perlindungan 

Varietas 

Tanaman 

(PVT) 

Perlindungan diberikan kepada varietas 

tanaman yang mempunyai ciri-ciri baru, 

unik, seragam, dan stabil serta diidentifikasi 

dengan nama yang jelas. 

 

UU 29/2000 

Rahasia 

Dagang 

Informasi rahasia di bidang teknologi dan 

bisnis yang mempunyai nilai ekonomi, 

seperti cara produksi, cara penjualan, dan 

informasi penting lainnya yang tetap 

dirahasiakan dan tidak diketahui 

masyarakat. 

 

 

UU 30/2000 

Desain 

Industri 

Karya seni yang berupa bentuk serta 

susunan garis dan warna dalam bentuk dua 

dimensi atau tiga dimensi yang memberikan 

kesan estetis dan berfungsi menghasilkan 

suatu produk. 

 

 

UU 31/2000 

Desain Tata 

Letak Sirkuit 

Terpadu 

Sebuah kreasi yang berwujud rancangan 

tata letak dalam tiga dimensi, dirancang 

khusus untuk mendukung proses 

pembuatan sirkuit terpadu. 

 

UU 32/2000 

Tabel 2.2 Jenis-jenis Kekayaan Intelektual di Indonesia 

 

B. Indikasi Geografis 

1. Definisi Indikasi Geografis 

Indikasi geografis (IG) merupakan salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan 

Intelektual yang berfungsi sebagai penanda hubungan kuat antara suatu produk 

dengan daerah asalnya. Hubungan ini terbentuk karena adanya pengaruh signifikan 

dari faktor-faktor alam yang memberikan reputasi khusus pada produk tersebut. 

Meskipun pengaruh alam memegang peranan utama, sebagai bentuk hak yang 

terkait dengan intelektualitas, faktor intervensi manusia juga sangat diperlukan 
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untuk memastikan kualitas dan keunikan produk tersebut. Kombinasi antara 

kekuatan alam dan keahlian manusia inilah yang menjadikan IG sebagai 

perlindungan hukum yang tidak hanya melibatkan warisan alam tetapi juga 

kreativitas manusia dalam menjaga dan memanfaatkan potensi lokal.24 

IG dapat diartikan sebagai sebuah tanda yang mengidentifikasi asal suatu barang 

atau produk dari wilayah tertentu, di mana faktor lingkungan geografis, termasuk 

kondisi alam dan keterampilan manusia, atau kombinasi keduanya, memberikan 

reputasi, kualitas, dan karakteristik unik pada barang atau produk tersebut.25 IG 

berperan penting tidak hanya dalam menunjukkan asal-usul produk, tetapi juga 

dalam menguraikan bagaimana faktor-faktor geografis mempengaruhi nilai dan 

keunikan produk tersebut. 

IG adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada produk-produk yang 

memiliki keunikan tertentu yang berasal dari wilayah geografis tertentu. Keunikan 

ini bisa berasal dari faktor-faktor alam seperti kondisi tanah, iklim, atau sumber 

daya alam yang khas di wilayah tersebut. Selain aspek alam, aspek non-alam seperti 

keterampilan, pengetahuan tradisional, dan budaya lokal juga mempengaruhi 

karakteristik produk secara signifikan. Dengan demikian, IG bukan hanya 

melibatkan karakteristik fisik produk, tetapi juga nilai-nilai tradisional dan budaya 

yang terkait erat dengan identitas suatu wilayah.26 

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, IG mencakup: 

a. Sumber Daya Alam: Produk yang berasal dari kekayaan alam di suatu wilayah, 

seperti hasil bumi, mineral, atau komoditas lainnya yang khas dan terbentuk 

karena kondisi geografis tertentu. 

                                                           
 24 Erlina, Melisa Safitri, dan Intan Nurina Seftiniara. Perlindungan Hukum Indikasi 

Geografis. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020). Hlm. 14 

 25 Pasal 1 ayat 6 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

 26 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI. “Indikasi 

Geografis”  https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan, diakses pada 25 

November 2024 

https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan


18 

 

 

 

b. Barang Kerajinan Tangan: Produk yang dihasilkan oleh masyarakat setempat 

melalui proses kerajinan tangan yang telah dikenal atau menjadi ciri khas 

daerah tersebut. 

c. Hasil Industri: Produk yang merupakan hasil olahan dari wilayah geografis 

tertentu dan mengandung reputasi atau karakteristik unik sebagai akibat dari 

pengaruh faktor lingkungan geografis atau keahlian masyarakat setempat. 

IG merupakan suatu konsep yang mengaitkan produk dengan tempat asalnya, 

mencerminkan bagaimana karakteristik geografis dari suatu daerah atau wilayah 

mempengaruhi kualitas dan reputasi produk tersebut. Istilah ini merujuk pada 

produk yang tidak hanya ditentukan oleh lokasinya, tetapi juga oleh faktor 

lingkungan spesifik yang ada di daerah tersebut, seperti iklim, tanah, atau 

keterampilan tradisional yang unik. IG melindungi nilai tambah yang berasal dari 

hubungan erat antara produk dan lingkungan geografisnya, memastikan bahwa 

produk tersebut diakui dan dihargai sesuai dengan kualitas dan keunikan yang 

dihasilkan oleh tempat asalnya.27 

IG memiliki potensi besar sebagai aset strategis yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di suatu negara, terutama di daerah-daerah tertentu. 

Apabila pemerintah secara proaktif mengidentifikasi dan mengembangkan potensi 

alam yang ada di setiap wilayah dengan tepat, maka manfaat ekonomi yang 

signifikan dapat dirasakan oleh komunitas lokal. Keberhasilan ini akan lebih mudah 

dicapai dengan didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, yang mampu 

mengelola dan memanfaatkan kekayaan geografis tersebut secara optimal. IG tidak 

hanya melindungi produk-produk unik yang berasal dari suatu wilayah, tetapi juga 

berperan penting dalam memajukan perekonomian lokal dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.28 

                                                           
 27 Nasrianti dan Muhibuddin. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Jurnal Geuthèë: Penelitian 

Multidisiplin. Vol. 05, No. 02, 2022. Hlm. 178 

 28 Winda Risna Yessiningrum. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian 

Dari Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 3, No. 1, 2015. Hlm. 

43 
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Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, bisa terlihat bahwasanya IG ialah suatu 

konsep dalam Hak Kekayaan Intelektual yang menghubungkan produk dengan 

daerah asalnya, di mana faktor-faktor geografis seperti alam dan keterampilan 

manusia berperan penting dalam membentuk reputasi, kualitas, dan karakteristik 

unik produk tersebut. Sebagai penanda asal produk, IG melindungi dan mengakui 

nilai tambah yang dihasilkan oleh kombinasi dari lingkungan geografis dan 

intervensi manusia. Potensi strategis IG tidak hanya terletak pada perlindungan 

hukum, tetapi juga dalam kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal melalui pengembangan potensi alamnya serta pemanfaatannya 

dari SDM yang kompeten. IG dapat menjadi aset penting dalam memajukan 

perekonomian dan melestarikan kekayaan geografis suatu wilayah. 

2. Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis 

Produk unggulan daerah berperan krusial dalam memajukan ekonomi lokal dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Keunikan produk ini menarik 

minat konsumen, yang meningkatkan nilai jual dan tambahannya. Untuk 

memastikan keberlanjutan produk unggulan, perlindungan terhadap keunikan dan 

kelestariannya sangat penting, termasuk melindungi habitat dan lahan yang 

mendukung produksi serta budaya lokal yang terkait. Perlindungan melalui IG 

memainkan peran vital dengan memberikan pengakuan resmi dan perlindungan 

hukum kepada produk tersebut. Berikut adalah beberapa manfaat dari 

diberlakukannya perlindungan IG:29 

1. Melibatkan semua orang yang terlibat dalam IG dalam hal penamaan 

produk serta menciptakan standar proses dan produksi;  

2. Menjaga konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur serta eksploitasi IG;  

3. Memberikan jaminan kepada konsumen akan keaslian dan kualitas tinggi 

dari produk IG;  

                                                           
 29 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI. “Apakah 

manfaat perlindungan Indikasi Geografis?”. https://dgip.go.id/faq/daftar-faq/ig/indikasi-geografis. 

Diakses pada 22 Agustus 2024. 

https://dgip.go.id/faq/daftar-faq/ig/indikasi-geografis
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4. Untuk membangun, memasok, dan memperkuat citra dan reputasi nama 

produk, kami mendorong produsen lokal, memfasilitasi kerja sama, dan 

memperkuat organisasi sesama pemegang hak;  

5. Peningkatan hasil produksi karena IG memberikan deskripsi rinci tentang 

barang-barang yang memiliki kualitas yang berbeda dan luar biasa; 

6. Mengangkat citra dan reputasi daerah, IG dapat melestarikan keindahan 

alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati,  hal ini tentunya 

akan berdampak pada pengembangan agrowisata. 

 

3. Jangka Waktu & Hapusnya Perlindungan Indikasi Geografis 

Pengaturan terbaru mengenai IG yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) No. 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa 

perlindungan terhadap produk yang berpotensi sebagai produk IG telah diatur 

dengan lebih optimal dan tegas dibandingkan peraturan sebelumnya. Pengaturan ini 

mencakup aspek-aspek penting seperti jangka waktu perlindungan, pemeriksaan 

substantif, serta pengawasan dan pembinaan yang lebih rinci dalam empat bab 

khusus, pada Bab VIII sampai XI, dari Pasal 56 hingga Pasal 71. Hal ini 

memberikan kejelasan hukum yang lebih kuat dan menunjukkan komitmen negara 

untuk melindungi produk-produk yang memiliki nilai geografis khusus.30 

Perlindungan terhadap IG, menurut Pasal 61 UU No. 20 Tahun 2016, berlaku 

selama reputasi, kualitas, dan karakteristik produk tetap terjaga. Perlindungan 

hukum dapat dihentikan jika reputasi, kualitas, dan karakteristik produk tidak lagi 

dapat dipertahankan atau jika terjadi pelanggaran terhadap norma, ideologi, 

peraturan, moralitas, agama, atau kesusilaan. IG juga berisiko dihapus jika 

menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, atau kegunaan produk, atau jika 

nama tersebut menjadi sebutan generik tanpa penambahan kata yang menunjukkan 

faktor geografis tertentu.31 

                                                           
 30 Devica Rully Masrur. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang telah didaftarkan 

Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Lex Jurnalica. 

Vol 15, No. 2, 2018. Hlm. 16 

 

 31 Pasal 61 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
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4. Hubungan Merek dan Indikasi Geografis 

Perlindungan terhadap Merek dan Indikasi Geografis (IG) menjadi sangat relevan 

untuk dipelajari karena Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya terkait dengan Merek Dagang dan Merek 

Jasa. Banyak pengusaha mengandalkan Merek mereka dalam berbisnis. Di sisi lain, 

Indonesia juga memiliki potensi besar dalam bidang IG yang menghasilkan produk-

produk dengan karakteristik khas. Untuk memastikan karya-karya Kekayaan 

Intelektual ini mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, perlu adanya 

peningkatan pemahaman dan edukasi mengenai prosedur pendaftaran dan 

perlindungan Merek serta IG.32 

Merek dan IG adalah bagian integral dari rezim Kekayaan Intelektual, khususnya 

termasuk dalam kelompok hak industri yang perlindungannya diatur melalui sistem 

pendaftaran, dikenal sebagai First to File System. Perkembangan hukum Merek di 

Indonesia saat ini merupakan hasil dari proses harmonisasi hukum yang sejalan 

dengan ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (TRIPs Agreement). Sebagai bagian dari kewajiban internasional, 

Indonesia telah mengganti dan menyesuaikan Undang-Undang Merek agar sesuai 

dengan standar yang ditetapkan dalam TRIPs Agreement.33 

5. Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis 

Berikut adalah beberapa perbedaan yang terdapat antara Merek dan Indikasi 

Geografis:34 

Konteks Merek Indikasi Geografis 

Dasar 

Hukum 

1. Undang Undang No. 20 Tahun 

2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis;  

1. Undang-Undang No. 20 

Tahun 2016, tentang 

Merek dan Indikasi 

Geografis; 

                                                           
 32 Ni Ketut Supasti Dharmawan, Wayan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia, dkk. Op. cit. 

Hlm. 64 

 33 Ibid. 

 34 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM. Modul 

Kekayaan Intelektual, Bidang Merek dan Indikasi Geografis. (Jakarta: 2019). Hlm. 4-10 
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2. Peraturan Pemerintah No. 23 

Tahun 1993 Tentang Tata Cara 

Permohonan Merek;  

3. Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1993 Tentang Kelas 

Barang dan Jasa;  

4. Peraturan Pemerintah No. 7 

Tahun 2005 Tentang Komisi 

Banding Merek;  

5. Peraturan Pemerintah No. 22 

Tahun 2018 Tentang Pendaftaran 

Merek Internasional;  

6. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 36 Tahun 2018 

Tentang Pencatatan Perjanjian 

Lisensi Kekayaan Intelektual;  

7. Peraturan Pemerintah No. 29 

Tahun 2019 Tentang Jenis dan 

Tarif Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP);  

8. Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM No. 67 Tahun 2016 

Tentang Pendaftaran Merek;  

9. Peraturan Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia No. 42 Tahun 2016 

Tentang Pelayanan Permohonan 

Kekayaan Intelektual Secara 

Elektronik;  

10. Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM No. 12 Tahun 2019 

Tentang Indikasi Geografis. 

2. Peraturan Pemerintah 

No. 51 Tahun 2007, 

tentang Indikasi 

Geografis/ Peraturan 

Menteri Hukum dan 

HAM RI Nomor 12 

Tahun 2019 tentang 

Indikasi Geografis. 



23 

 

 

 

Definisi Tanda yang dapat ditampilkan secara 

grafis berupa gambar, logo, nama, 

kata, huruf angka, susunan warna, 

dalam bentuk 2 (dua) dimensi 

dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, 

hologram, atau kombinasi dari 2 

(dua) atau lebih unsur tersebut 

membedakan barang dan/atau jasa 

yang diproduksi oleh orang atau 

badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa. 

Suatu tanda yang 

menunjukkan daerah asal 

suatu barang dan/ atau 

produk yang karena faktor 

lingkungan geografis 

termasuk faktor alam, faktor 

manusia atau kombinasi dari 

kedua faktor tersebut 

memberikan reputasi, 

kualitas dan karakteristik 

tertentu pada barang 

dan/atau produk yang 

dihasilkan. 

Tujuan 

& Fungsi 

1. Menggunakan sendiri merek 

tersebut; 

2. Memberikan izin kepada pihak 

lain untuk menggunakannya 

dalam kegiatan perdagangan 

barang dan/atau jasa; 

3. Sebagai salah satu tanda 

pengenal untuk membedakan 

barang atau jasa yang satu 

dengan barang atau jasa lainnya; 

4. Sebagai alat promosi/iklan 

barang atau jasa; 

5. Sebagai dasar untuk membangun 

citra/reputasi dan memberikan 

jaminan atas mutu produk barang 

atau jasa tersebut; 

6. Sebagai petunjuk asal barang 

atau jasa agar lebih mudah 

dikenali oleh konsumen. 

1. Menjaga kualitas produk 

khas wilayah; 

2. Menjaga kelestarian 

wilayah; 

3. Menjaga kelestarian 

budaya dan pengetahuan 

tradisional masyarakat 

penghasil produk khas 

wilayah; 

4. Memperkuat 

kelembagaan 

masyarakat penghasil 

produk khas wilayah; 

5. Meningkatkan 

pendapatan dan 

kesejahteraan 

masayarakat pelaku 

usaha produk khas 

wilayah. 
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Hak 

Eksklusif 

Pemilik merek memiliki hak 

eksklusif atas merek yang terdaftar, 

dengan menggunakan sendiri merek 

tersebut atau memberikan izin 

kepada pihak lain untuk 

menggunakannya. Hak atas merek 

diperoleh setelah merek tersebut 

terdaftar. 

Hak indikasi geografis 

adalah hak eksklusif yang 

diberikan oleh negara 

kepada pemegang hak 

indikasi geografis yang 

terdaftar, selama reputasi, 

kualitas dan karaktersitik 

yang menjadi dasar 

diberikannya pelindungan 

indikasi geografis tersebut 

masih ada. 

Jangka 

Waktu 

10 tahun dan dapat diperpanjang 

untuk jangka waktu yang sama. 

Selama reputasi, kualitas, 

dan karakteristik yang 

mendasari pemberian 

perlindungan tersebut pada 

suatu produk tetap terjaga. 

Tabel 2.3 Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis 

C. Potensi Indikasi Geografis Pisang Muli 

Provinsi Lampung terletak di bagian selatan Pulau Sumatra dan berbatasan 

langsung dengan Provinsi Sumatra Selatan serta Bengkulu. Wilayah ini memiliki 

luas sekitar 33.575,41 km² dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran 

rendah hingga pegunungan, seperti Pegunungan Bukit Barisan yang membentang 

di bagian barat provinsi ini. Selain itu, Lampung memiliki garis pantai yang panjang 

dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Krakatau, Pulau Pahawang, 

dan Pulau Legundi. Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, Lampung 

memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, menjadikannya daerah 

yang subur dan potensial untuk sektor pertanian dan perkebunan.35 

                                                           
 35 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. https://lampung.bps.go.id/id. Diakses pada 14 

Desember 2024 

https://lampung.bps.go.id/id
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Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Lampung 

 

Lampung memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik di sektor 

pertanian, perkebunan, perikanan, maupun pertambangan. Lampung memiliki hasil 

perikanan yang melimpah berkat garis pantainya yang panjang dan perairan yang 

kaya akan ikan dan biota laut lainnya. Di bidang pertambangan, provinsi ini 

memiliki kandungan batu bara, pasir kuarsa, dan marmer yang berpotensi untuk 

dikembangkan. Di sektor pertanian dan perkebunan, provinsi ini dikenal sebagai 

penghasil utama kopi robusta, lada hitam, kakao, karet, dan singkong yang diekspor 

ke berbagai negara. Salah satu hasil alam yang juga menjadi kebanggaan Lampung 

adalah pisang, yang tumbuh subur di berbagai daerah dan menjadi salah satu 

komoditas unggulan yang banyak diminati. Hal ini dapat diketahui melalui data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada tahun 2023 Pisang merupakan 

penyumbang sumber daya alam buah-buahan terbesar di Provinsi Lampung.36 

 

                                                           
 36 Ibid. 
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Tabel 2.4 Produksi Buah-Buahan Provinsi Lampung tahun 2023 

 

Pisang menjadi salah satu komoditas unggulan pertanian karena kondisi tanah yang 

subur dan iklim tropis yang mendukung pertumbuhannya. Lampung juga memiliki 

lahan perkebunan yang luas, sehingga banyak petani yang membudidayakan 

berbagai jenis pisang, seperti Pisang Kepok, Pisang Ambon, dan Pisang Muli. 

Permintaan pasar terhadap pisang sangat tinggi, baik untuk konsumsi dalam negeri 

maupun ekspor ke berbagai negara. Selain dikonsumsi langsung, pisang dari 

Lampung juga diolah menjadi produk turunan seperti keripik pisang, tepung pisang, 

dan berbagai olahan pangan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu 

jenis pisang yang berkontribusi besar terhadap hasil panen pisang di Lampung 

adalah Pisang Muli, yang dikenal dengan ukurannya yang kecil, rasa manis, serta 

sering dijadikan oleh-oleh khas daerah. 

 

Pisang Alpukat Durian Mangga Rambutan Sirsak

Lampung Barat 145565,54 43812,26 13471,78 2791,32 1578,5 647,18

Tanggamus 49764 30995,64 29123,2 4011,98 481,12 346

Lampung Selatan 5704343,15 42958,8 49039,5 62009 23150,3 2999,85

Lampung Timur 1849250,73 126069,11 258452,12 69824,16 158182,39 14062,37

Lampung Tengah 996923,42 12127,73 13241,18 13763,98 8922,45 931,9

Lampung Utara 71075,4 25039,95 2887,4 20295,7 3762,7 279,5

Way Kanan 48223,23 4053,16 7727,82 7146,7 4859,27 292,7

Tulangbawang 48857 9440 1284 17835 9767 4986

Pesawaran 4075996 14377,98 59294,49 10646,1 6762,86 867,01

Pringsewu 47322 27930,3 1978,32 7738 1589 435,04

Mesuji 110674 572,32 6561,9 192,1

Tulang Bawang Barat 21806,5 4804,13 497,6 25693,42 5983,6 209,99

Pesisir Barat 17500,83 8193,66 11649,06 7219,95 524 851,1

Kota Bandar Lampung 30856,8 6132,4 1915,03 5676,28 233,4 67,25

Kota Metro 2140,84 3151,99 461,6 1949,69 633,78 308,28

Total 13220299,4 359659,43 451023,1 263163,18 226430,37 27476,27

Produksi (Kuintal)
Kabupaten/Kota
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1. Tinjauan Umum Pisang Muli 

Pisang Muli memiliki nama biologis Musa Acuminata dengan ciri khas berupa 

ukuran kecil, dengan panjang sekitar 9 cm dan diameter 10,5 cm. Tandan buah ini 

biasanya terdiri atas 6 hingga 8 sisir, di mana setiap sisir mengandung sekitar 18 

hingga 20 buah. Kulitnya berwarna kuning cerah, sementara rasanya yang manis 

berpadu dengan aroma harum. Pisang Muli cocok untuk di makan langsung tanpa 

harus diolah terlebih dahulu, karena pisang muli ini memiliki rasa manis yang 

sangat cocok untuk di makan langsung, namun pisang muli ini cepat sekali 

mengalami pematangan sehingga mudah rusak atau busuk.37 

 

Pisang Muli, yang menjadi salah satu kekayaan alam khas Lampung, secara 

taksonomi diklasifikasikan dalam Kerajaan Plantae dan termasuk ke dalam Divisio 

Spermatophyta. Tumbuhan ini berada di Sub Divisi Monocotyledoneae, yang 

mencirikan tumbuhan berbiji tunggal, serta tergolong dalam Ordo Musales. Dalam 

klasifikasi famili, Pisang Muli termasuk dalam Famili Musaceae dan Sub Famili 

Muscoideae, yang keduanya mencakup berbagai jenis pisang. Pada tingkat genus, 

tumbuhan ini dimasukkan ke dalam Musa, dengan spesies spesifiknya adalah Musa 

Acuminata Linn, yang menegaskan identitas uniknya di antara keragaman spesies 

pisang lainnya.38 

                                                           
 37 Uriah Pamerdi, Skripsi: Analisis Strategi Pemasaran Produk Keripik Pisang Muli Industri 

Keripik Bintang Buah di Bandar Lampung, (Bandar Lampung: Juni 2023), Hlm. 6 

 38 Ibid. Hlm. 7 

Gambar 2.2 Pisang Muli 
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Pisang Muli merupakan salah satu jenis buah klimaterik yang mengalami proses 

pematangan secara cepat setelah dipanen. Dalam setiap 100 gram buahnya, pisang 

Muli mengandung protein sebesar 4,38%, lemak 1,47%, air 72,74%, serat 2,57%, 

dan abu 4,49%. Kandungan air yang cukup tinggi ini menjadi salah satu faktor 

utama yang menyebabkan daya simpan pisang Muli relatif singkat. Untuk 

memperpanjang masa simpan, diperlukan metode pengolahan yang mampu 

menurunkan kadar air, seperti pengeringan atau pengolahan menjadi produk olahan 

tertentu. Salah satu contohnya adalah pembuatan keripik pisang Muli, di mana 

proses pengurangan kadar air tidak hanya memperpanjang umur simpannya tetapi 

juga meningkatkan nilai tambah produk. Langkah ini dapat menjadi solusi efektif 

untuk menjaga kualitas buah sekaligus mengurangi potensi kerugian akibat cepat 

rusaknya pisang Muli segar.39 

 

                                                           
 39 Ibid. 

Gambar 2.3 Perbandingan Ukuran Pisang Muli dengan Pisang Lain 
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Pisang Muli memiliki kesamaan morfologi dengan jenis pisang lainnya, baik dari 

segi akar, batang, daun, dan bunga. Menurut Daryanto, pohon pisang tidak memiliki 

akar tunggang, melainkan akar serabut yang tumbuh dari umbi batang. Sebagian 

besar akar ini berkembang di bawah tanah hingga kedalaman 75-150 cm, sementara 

akar samping dapat menjalar mendatar hingga 4-5 meter. Batang pisang sebenarnya 

adalah umbi batang yang berada di dalam tanah, sementara bagian yang tampak 

berdiri tegak disebut sebagai batang semu. Tinggi batang semu dapat bervariasi 

antara 3,5 hingga 7,5 meter tergantung pada varietasnya.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun pisang tersusun menyebar dengan helaian yang memanjang berbentuk lanset 

dan bagian bawahnya berlilin. Daun ini mudah terkoyak dan diperkuat oleh tangkai 

daun sepanjang 30-40 cm. Bunga pisang tersusun rapat secara spiral dengan daun 

pelindung berwarna merah tua yang mudah rontok. Setelah bunga mekar, buah 

pisang akan terbentuk dalam susunan sisir-sisir, dimulai dari sisir pertama hingga 

                                                           
 40 Lestari Apriliana. Skripsi: Pengaruh Cahaya Merah Terhadap Kandungan Protein Dan 

Level Triptophan Buah Pisang Muli Selama Proses Pematangan. (Bandar Lampung: Agustus 2023). 

Hlm. 8 

Gambar 2.4 Morfologi Pisang Muli 
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sisir berikutnya. Karakteristik morfologi ini menunjukkan bahwa Pisang Muli, 

seperti halnya jenis pisang lainnya memiliki struktur tumbuhan yang mendukung 

pertumbuhan yang normal.41 

Layaknya pisang pada umumnya, Pisang Muli kaya akan nutrisi penting seperti 

kalium, magnesium, besi, fosfor, dan kalsium, serta mengandung berbagai vitamin 

seperti vitamin B, B6, C, dan provitamin A berupa betakaroten. Pisang Muli juga 

memiliki karbohidrat yang mampu menyuplai energi dengan cepat dan 

mengandung gula fruktosa yang berindeks glikemik lebih rendah dibandingkan 

glukosa, sehingga lebih baik sebagai penyimpan energi. Kandungan zat serotonin 

dalam pisang berfungsi sebagai neurotransmitter yang mendukung fungsi otak. 

Mineral besi dalam pisang hampir 100% dapat diserap tubuh, sehingga efektif 

untuk meningkatkan kadar hemoglobin dan mengatasi anemia.42 

Pisang Muli juga mengandung kalium yang berperan penting dalam menjaga 

keseimbangan cairan tubuh, kesehatan jantung, tekanan darah, serta membantu 

pengiriman oksigen ke otak. Kandungan vitamin B6 dalam pisang berfungsi 

sebagai koenzim dalam metabolisme protein, khususnya sintesis serotonin yang 

memengaruhi fungsi otak. Pisang Muli juga bermanfaat untuk mengurangi stres, 

mencegah penyumbatan pembuluh darah, menurunkan risiko stroke, dan 

meningkatkan daya ingat. Serat pisang juga baik untuk membantu diet, mengurangi 

efek nikotin pada perokok, menetralkan asam lambung, serta mengontrol suhu 

tubuh, khususnya bagi ibu hamil.43 

Sebagai buah yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat, salah satu manfaat utama 

Pisang Muli adalah dapat dikonsumsi sebagai makanan pendamping ASI (MPASI) 

yang aman dan ideal bagi bayi. Teksturnya yang lembut memudahkan pencernaan, 

serta kandungan seratnya membantu mencegah sembelit. Selain itu, vitamin B6 

dalam Pisang Muli berperan dalam mendukung perkembangan otak dan saraf bayi. 

Buah ini juga efektif dalam perawatan kulit wajah karena kandungan vitamin C, A, 

                                                           
 41 Ibid. Hlm. 8-9 

 42 Ibid. Hlm. 10-12 

 43 Ibid. 
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dan kalium yang dapat mencerahkan kulit, mengurangi bintik hitam, dan menjaga 

kelembapan kulit secara alami.44 

Pisang Muli juga bermanfaat bagi mereka yang menjalani program diet sehat, 

karena seratnya yang tinggi memberikan rasa kenyang lebih lama dan kalori yang 

rendah membantu mengontrol berat badan. Buah ini mengandung gula alami yang 

memberikan energi instan tanpa risiko penambahan lemak berlebih. Selain itu, 

Pisang Muli sangat dianjurkan untuk ibu hamil karena kandungan folat yang 

penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada janin. Kalium dalam buah ini 

membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mencegah kram otot, 

sementara vitamin B6 efektif mengurangi mual atau morning sickness selama 

kehamilan.45 

2.  Potensi Indikasi Geografis 

Pisang Muli memiliki potensi besar untuk mendapatkan perlindungan hukum 

melalui Indikasi Geografis (IG), karena merupakan Sumber Daya Genetik Lokal 

yang unik di Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan Pisang Muli telah 

terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 

(PPVTPP) Kementerian Pertanian dengan Nomor Pendaftaran 1043/PVL/2019 

pada tanggal 8 Februari 2019. Pendaftaran ini menunjukkan bahwa Pisang Muli 

memiliki keunggulan yang dipengaruhi oleh faktor geografis seperti tanah vulkanik 

dan iklim tropis di Lampung.46 

Potensi pendukung lainnya adalah di mana keberadaan Pisang Muli yang sudah 

melekat dengan masyarakat Lampung. Tradisi menanam Pisang Muli telah 

berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya 

masyarakat setempat. Salimudin, seorang petani di Desa Ciherang, Kecamatan 

Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus, telah menanam pisang selama lebih dari tiga 

                                                           
 44 Raras Wenny. “Mengenal Pisang Muli, Varietas khas Lampung yang Kaya Manfaat dan 

Gizi” https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/09/04/mengenal-pisang-muli, diakses pada 15 

Desember 2024 

 45 Ibid. 

 46 Diskominfotik Provinsi Lampung. “Pisang Muli, Varietas Lokal Provinsi Lampung”, 

https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/pisang-muli-varietas-lokal-provinsi-lampung, 

diakses pada 15 Desember 2024 

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/09/04/mengenal-pisang-muli
https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/pisang-muli-varietas-lokal-provinsi-lampung
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dekade. Meski awalnya datang sebagai peserta program transmigrasi dari Banten 

pada tahun 1998, kecintaannya terhadap tanah Lampung diwujudkan dengan 

menanam Pisang Muli di setiap lahannya. Sejarawan Lampung, Arman A.Z, 

menegaskan bahwa Pisang Muli telah menjadi bagian dari tradisi adat di berbagai 

acara budaya, menunjukkan betapa pentingnya pisang ini dalam kehidupan 

masyarakat Lampung.47 

Pendaftaran IG merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting 

bagi produk lokal, termasuk Pisang Muli sebagai produk kekayaan alam Lampung. 

IG melindungi produk yang memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh 

faktor alam dan budaya di wilayah tertentu.48 Pisang Muli memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi dan menjadi bagian dari kekayaan hayati Lampung. Pendaftaran IG 

akan memberikan pengakuan hukum atas keunikan Pisang Muli serta mencegah 

eksploitasi oleh pihak yang tidak berhak.  

Perlindungan IG dapat memberikan manfaat langsung bagi petani lokal. Dengan 

adanya pengakuan hukum, produk Pisang Muli akan memiliki nilai tambah dan 

harga yang lebih kompetitif di pasar. Selain itu, perlindungan ini dapat mencegah 

terjadinya praktik peniruan oleh pihak lain yang dapat merugikan petani. Secara 

ekonomi, pendaftaran IG juga dapat membuka peluang ekspor dan memperluas 

jangkauan pasar, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

lokal. 

 

 

                                                           
 47 Andre Prasetyo Nugroho. “Pisang Muli yang Masih Kalah Saing dengan Varietas Lain”, 

https://www.mongabay.co.id/2022/07/10/pisang-muli-yang-masih-kalah-saing-dengan-varietas-

lain/, diakses pada 15 Desember 2024 

 48 Fitri Hidayat. Loc. cit. 

https://www.mongabay.co.id/2022/07/10/pisang-muli-yang-masih-kalah-saing-dengan-varietas-lain/
https://www.mongabay.co.id/2022/07/10/pisang-muli-yang-masih-kalah-saing-dengan-varietas-lain/
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D. Kerangka Pikir 

1. Kerangka Teori 

a. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum tersusun dari dua kata yang masing-masing memiliki 

pengertian. Perlindungan dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk 

memberikan keamanan atau pertahanan bagi seseorang atau sesuatu, dan Hukum 

merujuk pada sekumpulan aturan atau norma yang diakui secara resmi dan 

dianggap mengikat oleh masyarakat, serta disahkan dan ditegakkan oleh otoritas 

atau pemerintah yang berwenang.49 Perlindungan hukum merupakan konsep yang 

menyatukan usaha untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi individu 

atau kelompok dengan penerapan aturan serta norma yang secara resmi diakui oleh 

masyarakat. 

Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem aturan 

yang menyeluruh dan memaksa yang bersifat memaksa dengan tujuan melindungi 

kepentingan manusia dalam masyarakat.50 Hukum ini bersifat mengikat dan 

memaksa, dengan tujuan utama untuk melindungi hak dan kepentingan setiap 

individu dalam masyarakat. Melalui hukum, diupayakan terciptanya keteraturan 

dan keadilan, sehingga interaksi antaranggota masyarakat dapat berlangsung 

dengan harmonis dan tertib. Hukum berperan sebagai landasan fundamental dalam 

menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial, serta melindungi manusia dari 

tindakan yang merugikan kepentingan bersama. 

Menurut pandangan Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat 

diwujudkan melalui tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 

Perlindungan preventif bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa dengan 

mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang 

melibatkan diskresi. Di sisi lain, perlindungan represif berfokus pada penyelesaian 

sengketa yang sudah terjadi, termasuk melalui proses di lembaga peradilan. Kedua 

                                                           
 49 Kamus. 2016. KBBI Daring. Diakses pada 17 Agustus 2024, dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum 

 50 R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika. 2021). Hlm. 27 

https://t.co/B1BibnxtuA
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bentuk perlindungan ini berfungsi sebagai upaya menjaga keadilan dan 

mengamankan hak-hak rakyat dalam interaksi mereka dengan pemerintah.51 

Sebuah negara hukum harus memenuhi beberapa syarat dasar, termasuk pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya peradilan yang independen, 

serta penerapan prinsip legalitas dalam segala aspek hukum.52 Pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan utama, karena tanpa 

jaminan atas hak-hak dasar ini, legitimasi sebuah negara hukum akan 

dipertanyakan. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak berfungsi sebagai 

penjaga keadilan dan pelindung hak-hak individu dari segala bentuk 

penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip legalitas harus ditegakkan dalam segala aspek 

pemerintahan dan kehidupan sosial, yang berarti setiap tindakan pemerintah 

maupun individu harus berlandaskan pada aturan hukum yang jelas dan berlaku. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah 

konsep yang menggabungkan upaya untuk memberikan keamanan bagi individu 

atau kelompok melalui penerapan aturan yang diakui secara resmi oleh masyarakat. 

Perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui tindakan pemerintah yang bersifat 

preventif, dan represif. Dalam negara hukum, pemenuhan syarat dasar seperti 

pengakuan hak asasi manusia, independensi peradilan, dan penerapan prinsip 

legalitas menjadi esensial. Perlindungan hukum bertujuan tidak hanya untuk 

melindungi individu dari pelanggaran, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan 

sosial dan memastikan bahwa setiap tindakan didasarkan pada hukum yang adil. 

b. Teori Reputasi 

Reputasi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

nama baik ataupun perbuatan dan sebagainya sebagai sebab untuk mendapat nama 

baik.53 Berdasarkan pandangan Fombrun, reputasi tercipta dari pengalaman 

individu terhadap produk atau layanan yang mereka peroleh. Reputasi yang positif 

                                                           
 51 Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat. “Penerapan Teori 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. Pena Justisia: Media Komunikasi dan 

Kajian Hukum. Vol. 18, No. 1, 2019. Hlm. 5 

 52 Ibid.   

 53 Kamus. 2016. KBBI Daring. Diakses pada 15 November 2024, dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Reputasi 

https://t.co/B1BibnxtuA
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dapat memperkuat kredibilitas dan meningkatkan keyakinan konsumen bahwa 

mereka akan menerima sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.54 Sebaliknya, 

reputasi yang buruk dapat dengan cepat menyebar dan menurunkan minat 

konsumen. 

Menurut Tirole, reputasi dalam konteks ekonomi adalah hasil dari ekspektasi 

masyarakat terhadap perilaku seseorang atau organisasi di masa depan berdasarkan 

pengalaman sebelumnya. Teori reputasi ini menekankan pentingnya informasi 

dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas di pasar. Tirole berpendapat 

bahwa reputasi dapat memengaruhi keputusan konsumen, investor, dan pemangku 

kepentingan lainnya. Dengan demikian, menjaga reputasi yang baik menjadi 

strategi penting dalam dunia bisnis untuk memastikan kelangsungan dan 

pertumbuhan perusahaan.55 

Zinko, dkk. memberikan pandangan teori reputasi pada konteks hubungan antar-

individu dalam sebuah kelompok. Dikatakan bahwa reputasi dalam organisasi 

dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku dan persepsi individu terhadap 

norma tersebut. Melalui penelitiannya diusulkan teori self-regulation, yang 

menegaskan bahwa individu dan organisasi cenderung memonitor dan 

menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan harapan masyarakat.56 Proses ini 

bertujuan untuk membangun dan mempertahankan reputasi yang positif, karena 

penyimpangan dari norma dapat merusak reputasi yang telah terbentuk. 

Reputasi adalah pengakuan atas hasil dari aktivitas intelektual manusia. Oleh sebab 

itu, negara-negara dengan sistem hukum Common Law memberikan perlindungan 

hukum kepada pemilik yang sah atas segala hal yang melekat pada reputasi atau 

goodwill, termasuk mencegah pihak lain yang berupaya mengambil keuntungan 

                                                           
 54 Heru Hendrawanto. Skripsi: Pengaruh Reputasi Perusahaan, Promosi Dan Persepsi 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada CV MR Furniture Design Jepara, (Jepara: Agustus 

2020), Hlm. 14 

 55 Jean Tirole. “A Theory of Collective Reputations”. The Review of Economic Studies. Vol. 

63, No. 1, 1996. Hlm. 18-19 

 56 Robert Zinko, dkk. “Toward a Theory of Reputation in Organizations”. Research in 

Personnel and Human Resources Management, Vol. 26, 2007. Hlm. 169-170 



36 

 

 

 

dari reputasi tersebut.57 Reputasi yang melekat pada suatu karya atau usaha 

memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar. Perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup tidak hanya hasil karya tersebut, tetapi 

juga citra dan nilai komersial yang tumbuh dari reputasi pemiliknya, yang berperan 

penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. 

2. Kerangka Konseptual 

a. Pendaftaran 

Pendaftaran dalam konteks hukum adalah proses administrasi yang dilakukan untuk 

mencatatkan suatu hak, kewajiban, atau kepemilikan agar diakui secara resmi oleh 

negara dan mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari proses ini adalah untuk 

memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak dan mengurangi kemungkinan 

konflik yang mungkin terjadi di masa depan. Pendaftaran sangat penting untuk 

memberikan legalitas untuk aktivitas atau kepemilikan yang didaftarkan, baik 

dalam hal tanah, merek, atau perusahaan. Selain itu, proses ini memudahkan 

masyarakat untuk memverifikasi keabsahan dokumen atau hak dan membantu 

negara dalam mengelola data administrasi.58 

Dalam penerapannya, pendaftaran tidak hanya dilakukan untuk mencatat 

kepemilikan aset, tetapi juga mencakup berbagai hal lain seperti pengesahan badan 

hukum, perlindungan paten, hingga pencatatan perjanjian kerja. Pendaftaran ini 

memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi deklaratif dan fungsi konstitutif. Fungsi 

deklaratif bertujuan untuk mengesahkan hak yang telah ada sebelumnya, sementara 

fungsi konstitutif memberikan dasar hukum untuk menciptakan hak baru yang 

sebelumnya belum tercatat. Contohnya, dalam pendaftaran hak atas tanah, fungsi 

deklaratif memperkuat pengakuan hukum atas kepemilikan yang telah dimiliki, 

sedangkan fungsi konstitutif memberikan legitimasi bagi kepemilikan yang baru 

                                                           
 57 Aurora Quintina. Syafaruddin, Elvi Zahara. Pemboncengan Reputasi (Passing Off) 

Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum. Jurnal 

Mercatoria. Vol. 2, No. 1, 2009. Hlm. 13 

 58 Nur Hayati. Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap 

Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah 

Nasional). Lex Jurnalica. Vol. 13, No. 3, 2016. Hlm. 286 
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terdaftar dan memperkuat pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dari 

penjual dan pembeli.59 

Untuk memperoleh perlindungan hukum atas HKI, proses pendaftaran menjadi 

langkah penting yang harus dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual (DJKI). Pendaftaran ini memberikan pengakuan resmi dari negara, 

sehingga pemilik hak dapat melindungi karya mereka dari pelanggaran atau 

penggunaan tanpa izin. Pendaftaran HKI berperan penting dalam memberikan 

legitimasi dan memastikan bahwa pemegang hak memiliki dasar hukum yang kuat 

untuk menuntut hak-haknya jika terjadi pelanggaran.60 

Pada lingkup nasional, pendaftaran HKI mencakup berbagai jenis hak, seperti hak 

cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis. Setiap jenis HKI 

memiliki aturan dan prosedur pendaftaran yang berbeda, sesuai dengan peraturan 

yang berlaku di Indonesia. Misalnya, pendaftaran paten mensyaratkan adanya 

kebaruan dan manfaat praktis, sementara hak cipta lebih menekankan pada 

perlindungan karya seni dan literatur. Proses pendaftaran HKI tidak hanya 

memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi dari 

karya tersebut, sehingga mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor.61 

Indikasi geografis (IG) sebagai salah satu jenis HKI memberikan perlindungan 

terhadap produk yang memiliki karakteristik khas berdasarkan lokasi geografis 

asalnya. Pendaftaran ini memberikan hak eksklusif kepada masyarakat di wilayah 

asal untuk memproduksi dan memasarkan produk dengan nama IG tersebut. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran dalam HKI tidak hanya bermanfaat 

bagi perlindungan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam mempromosikan produk 

agar lebih dikenal secara luas.  

 

                                                           
 59 Ibid. Hlm. 288 

 60 Widya Rizky Pratiwi dan Lukytta Gusti Acfira. Edukasi Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual Bagi Dosen di Indonesia. Prosiding the 9th Seminar Nasional ADPI Mengabdi Untuk 

Negeri. Vol. 5, No. 1, 2024. Hlm. 234 

 61 Gema Permana Rahman dan Irwan Triadi. Peran Hak Kekayaan Intelektual Pada 

Industri Pertahanan Di Indonesia. Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol 3, No.3, 2023. 

Hlm. 7 
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b. Pemerintah Provinsi Lampung 

Pemerintahan adalah suatu sistem yang terdiri dari lembaga dan mekanisme untuk 

menjalankan kekuasaan negara guna mengatur kehidupan masyarakat. 

Pemerintahan mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bekerja 

secara sinergis untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat dapat 

diimplementasikan dengan efektif.62 Pemerintahan tidak hanya berperan dalam 

mengambil keputusan, tetapi juga dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan yang 

bertujuan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini berjalan 

berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, hukum, serta transparansi dalam 

pemerintahan.63 

Dalam arti luas, pemerintahan mencakup semua lembaga negara, termasuk 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta segala kegiatan yang diatur dengan 

kemerdekaan dan kedaulatan untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti sempit, 

pemerintahan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dalam 

melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya demi kepentingan umum. 

Pemerintahan dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai 

organisasi dan struktur yang berfungsi untuk menjaga stabilitas, mengatur 

kehidupan bernegara, dan mencapai cita-cita yang telah ditetapkan oleh dasar 

negara dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah dan 

penduduknya.64 

Pemerintahan daerah atau provinsi adalah bentuk  pemerintahan yang berwenang 

mengatur dan mengurus wilayahnya berdasarkan prinsip otonomi daerah. 

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik di 

bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber 

daya alam sesuai dengan kebutuhan daerah. Konsep pemerintahan daerah berakar 

pada prinsip desentralisasi, yang bertujuan untuk mengurangi ruang lingkup kendali 

                                                           
 62 Hendrawati Hamid. Manajemen Pemerintahan Daerah. (Makassar: Garis Khatulistiwa, 

2020). Hlm. 38 

 63 Gios Adhyaksa dan Suwari Akhmaddhian. Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan 

Undang Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi 

Papua. Vo. 2, No. 2, 2015. 

 

 64 Ibid. 
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pemerintah pusat, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi 

warga dalam proses pengambilan keputusan daerah.65 

Pada konteks kekayaan intelektual, pemerintah daerah memiliki peranan yang 

penting untuk melesetarikan dan menjaga reputasi produk kekayaan intektual yang 

ada. Sebagaimana dengan Pemerintah Provinsi Lampung yang memainkan peran 

penting dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya untuk 

produk yang memiliki Indikasi Geografis (IG) dari wilayah ini, salah satu produk 

varietas tanaman yang berpotensi sebagai IG Lampung adalah Pisang Muli. 

Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas keunikan produk 

tersebut, meningkatkan nilai jual, serta melindungi produk dari klaim pihak lain. 

Proses pendaftaran HKI dan IG di Provinsi Lampung melibatkan beberapa lembaga 

pemerintahan, di antaranya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 

Pertanian, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 

melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pemerintah daerah juga 

berperan dalam memberikan pendampingan kepada komunitas lokal yang memiliki 

produk dengan potensi IG, mulai dari tahap identifikasi, penyusunan dokumen, 

hingga pendaftaran di tingkat nasional. Lembaga ini dapat bekerja sama dengan 

berbagai asosiasi petani dan pelaku usaha lokal untuk mempercepat proses 

pendaftaran IG.

                                                           
 65 Hendrawati Hamid. Op. cit., Hlm. 40 
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Keterangan: 

Pisang Muli adalah varietas tanaman asli Provinsi Lampung yang telah diakui 

secara resmi dengan terdaftarnya pada PVTPP Kementerian Pertanian dengan 

Nomor 1043/PVL/2019. Pengakuan ini melindungi kekayaan intelektual lokal 

sekaligus melestarikan warisan budaya dan pertanian setempat. Proses pendaftaran 

suatu produk sebagai Indikasi Geografis di Indonesia harus mengikuti peraturan 

perundang-undangan, seperti UU No. 20 Tahun 2016. Produk harus memiliki 

keterkaitan kuat dengan daerah asalnya, baik dari segi kualitas, reputasi, atau 

karakteristik unik lainnya, sesuai dengan pedoman terbaru dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM RI No. 12 Tahun 2019. 

Terdaftarnya Pisang Muli sebagai varietas tanaman mendorong pertimbangan lebih 

lanjut mengenai potensinya sebagai Indikasi Geografis. Bagaimana upaya 

perlindungan hukum Indikasi Geografis yang dapat terhadap Pisang Muli sebagai 

produk asli kekayaan alam Lampung yang sudah terdaftar di PVT? Bagaimana 

pendaftaran Pisang Muli sebagai upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis? 

Penelitian ini mengeksplorasi potensi, upaya, dan perlindungan hukum bagi Pisang 

Muli sebagai Indikasi Geografis. Fokusnya adalah pada penerapan hukum yang 

relevan dan pentingnya Indikasi Geografis dalam melindungi produk khas daerah, 

serta langkah-langkah untuk meningkatkan pengakuan dan perlindungan hukum 

bagi Pisang Muli sebagai produk unggulan Lampung. 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Menurut Soejono Soekanto, Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan refleksi tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya. Selain itu juga dilakukan pengkajian mendalam terhadap faktor-

faktor hukum tersebut, untuk kemudian dicoba mencari solusi atas permasalahan 

yang timbul dari fenomena tersebut. Penelitian hukum yang dimaksud ini tidak 

hanya terbatas pada analisis fenomena hukum secara umum, tetapi juga melibatkan 

pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek yang membentuk dan 

mempengaruhi fenomena tersebut. 

Penelitian hukum juga dapat diartikan sebagai segala kegiatan seseorang yang 

bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademis dan 

praktis, baik yang berupa asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkaitan dengan realitas hukum 

masyarakat.66 Penelitian hukum bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara 

teori hukum dan praktik, sehingga dapat memberikan solusi yang aplikatif dan 

relevan bagi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode normatif. 

Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi Lampung terhadap eksistensi Pisang Muli yang sudah terdaftar sebagai 

Varietas Tanaman, untuk kemudian didaftarkan sebagai Indikasi Geografis 

Lampung dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis.  

                                                           
 66 Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm. 19 
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B. Tipe Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas, tipe penelitian yang digunakan 

penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif 

bersifat eksplanatori dan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh 

(deskriptif) mengenai keadaan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu 

tertentu dalam masyarakat.67 Penelitian diharapkan dapat menjadi wadah informasi 

lengkap dan jelas mengenai pengupayaan Pisang Muli untuk didaftarkan dan 

mendapatkan pengakuan sebagai produk asli kekayaan alam Lampung yang 

potensial sebagai Indikasi Geografis. 

C. Pendekatan Masalah Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif dengan sifat kualitatif. Secara umum, penelitian yuridis normatif berfokus 

pada analisis mendalam terhadap doktrin-doktrin dan asas-asas yang menjadi 

landasan dalam ilmu hukum.68 Metode ini menitikberatkan pada analisis bahan-

bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum, yang memungkinkan peneliti untuk 

mendalami regulasi yang ada serta bagaimana penerapannya dalam konteks 

tertentu. Penelitian ini akan fokus pada upaya yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat eksistensi Pisang Muli, yang 

telah terdaftar sebagai Varietas Tanaman, dengan langkah strategis 

mendaftarkannya sebagai Indikasi Geografis Lampung. Pendekatan ini didasarkan 

pada kerangka hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga memberikan landasan yang kuat 

untuk mengkaji potensi dan tantangan dalam perlindungan produk lokal melalui 

Indikasi Geografis. 

 

                                                           
 67 Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004). Hlm. 34 

 68 Zainudin Ali. Op. cit. Hlm. 24 
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D. Data dan Sumber Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan masalah yang ada, sumber data diambil 

melalui pendekatan normatif, dengan memanfaatkan data data sekunder. Data 

sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, termasuk peraturan perundang-

undangan, dokumen hukum, buku-buku literatur, dan bahan hukum tertulis lainnya. 

Data sekunder ini akan digunakan untuk mendukung analisis dan kesimpulan yang 

dihasilkan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang bersifat mengikat, 

mencakup peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi lainnya yang 

memuat ketentuan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini diantaranya: 

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 

b. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman 

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2019 

tentang Indikasi Geografis 

d. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi untuk menjelaskan 

dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian 

ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku-

buku hukum, literatur terkait, serta pendapat para ahli di bidang hukum. Bahan 

ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih 

mendalam dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku. 

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier berperan sebagai sumber yang memberikan klarifikasi 

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, 

bahan hukum tersier yang digunakan mencakup berbagai kamus, baik kamus 
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hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia, serta artikel, surat kabar, dan sumber 

dari internet. Bahan-bahan ini membantu memperjelas istilah dan konsep yang 

digunakan dalam penelitian, sehingga analisis yang dihasilkan lebih mendalam 

dan komprehensif.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah proses yang digunakan untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks 

penelitian ini, metode yang diterapkan adalah Studi Pustaka (Library Research). 

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur 

yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum yang tersedia. Proses ini melibatkan 

kegiatan membaca, mengutip, dan menganalisis data untuk memastikan 

kelengkapannya. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dengan 

cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan relevan dan 

mendukung tujuan analisis yang dilakukan. 

F. Metode Pengolahan Data 

1. Pemeriksaan Data (Data Editing) 

Pemeriksaan data merupakan tahap penting dalam penelitian, di mana peneliti 

meninjau ulang data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kesesuaiannya 

dengan topik yang diteliti. Jika ditemukan kekurangan atau kesalahan, data 

tersebut akan dilengkapi dan diperbaiki. Dalam konteks penelitian ini, peneliti 

melakukan pengecekan ulang terhadap sumber pustaka yang telah diperoleh, 

serta menelaah secara mendalam isi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis. Langkah ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa data tersebut tidak hanya relevan tetapi juga cukup 

komprehensif dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 

Dengan demikian, pemeriksaan data ini berfungsi sebagai jaminan bahwa 

seluruh informasi yang digunakan dalam penelitian sudah akurat dan siap 

untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid 

dan bermanfaat. 
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2. Rekonstruksi Data (Data Reconstructing)  

Rekonstruksi data adalah proses menyusun ulang data yang telah dikumpulkan 

agar menjadi lebih teratur, logis, dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan rekonstruksi data dengan cara menyusun ulang bahan 

hukum yang telah diperoleh, sehingga data tersebut menjadi lebih terstruktur 

dan sistematis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang 

dihasilkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan jelas mengenai 

pokok bahasan yang sedang diteliti. Dengan menyusun data secara logis dan 

beraturan, peneliti dapat lebih mudah memahami dan menginterpretasikan 

permasalahan yang ada, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam dan 

akurat. Rekonstruksi data ini juga penting untuk memastikan bahwa penelitian 

berjalan dengan alur yang jelas, memungkinkan peneliti untuk mengaitkan 

setiap elemen data dengan topik utama yang dibahas, serta mendukung 

kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. 

3. Sistematika Data (Data Systematising)  

Sistematika data merupakan langkah penting dalam menyusun dan 

mengorganisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu, sehingga 

memudahkan proses pembahasan yang relevan dengan penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti menyusun data secara berurutan, sesuai dengan data 

yang telah ditentukan dan mencakup ruang lingkup pokok bahasan. Pendekatan 

ini bertujuan untuk membuat analisis data menjadi lebih mudah dan sistematis, 

sehingga peneliti dapat dengan jelas mengidentifikasi dan memahami 

permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Dengan sistematisasi yang baik, 

data yang kompleks dapat diuraikan menjadi lebih terstruktur, memungkinkan 

peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih tepat dan mendalam. 

 

 



47 

 

 

 

G. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang sesuai adalah analisis deskriptif kualitatif, 

yang berfokus pada interpretasi mendalam terhadap bahan hukum yang telah 

dikumpulkan. Analisis ini akan dilakukan dengan mengidentifikasi dan 

mengelompokkan informasi hukum dari berbagai sumber pustaka, seperti undang-

undang, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan. Tujuan dari analisis ini 

adalah untuk memahami bagaimana peraturan yang ada, khususnya Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat diterapkan 

secara efektif dalam memperkuat perlindungan dan pengakuan Pisang Muli sebagai 

produk unggulan Lampung. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya 

mengevaluasi kesesuaian regulasi yang berlaku, tetapi juga mengkaji potensi 

penerapannya dalam mendukung strategi pendaftaran Indikasi Geografis yang 

berkelanjutan dan efektif, serta mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam 

proses tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan wawasan 

yang aplikatif dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan perlindungan hukum bagi 

produk lokal di Indonesia.



 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dan varietas tanaman, seperti 

yang diterapkan pada Pisang Muli sebagai produk asli Lampung, sangat 

penting dalam menjaga keaslian dan kualitas produk yang dipengaruhi oleh 

faktor geografis. Pentingnya perlindungan hukum ini mencakup langkah 

preventif melalui pendaftaran indikasi geografis, pengawasan penggunaan 

label, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait hak kekayaan 

intelektual. Pemerintah Provinsi Lampung memegang peran sentral dalam 

mendukung perlindungan indikasi geografis dan mencegah penyalahgunaan 

produk oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, langkah represif juga 

diperlukan untuk menindak pelanggaran, baik melalui pengoptimalan peran 

aparat penegak hukum maupun kerja sama dengan kementerian dan lembaga 

terkait. Tindakan represif ini meliputi penanganan kasus penyalahgunaan 

indikasi geografis, pengajuan gugatan hukum oleh pemegang hak, serta 

pemberian sanksi tegas kepada pelanggar. 

 

2. Pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam berbagai regulasi, yang 

berdasarkan hierarkinya mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 

2007, hingga Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 yang 

telah diperbarui melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022. Dalam hal 

Pisang Muli sebagai kekayaan alam khas Lampung, proses pendaftarannya 

melibatkan sejumlah tahapan hukum dan administratif sesuai dengan UU No. 
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20 Tahun 2016 dan UU No. 29 Tahun 2000. Langkah awal yang harus 

dilakukan adalah menentukan kelayakan produk menjadi IG, yang harus 

langsung berasal dari faktor geografis yang memengaruhi karakteristik unik 

dan reputasinya. Pemohon wajib menyusun dokumen deskripsi yang 

mengandung informasi segala sesuatu tentang produk mulai dari kualitas, 

keunikan, sampai bukti popularitas produk di pasaran. Permohonan kemudian 

diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui lembaga 

masyarakat atau pemerintah daerah setempat, di mana nantinya dipublikasikan 

untuk memberi kesempatan pihak ketiga untuk mengajukan keberatan. Tim 

ahli kemudian memeriksa baik secara formil maupun subsnatif, ketika produk 

mendapat kualifikasi, maka produk tersebut kemudian didaftarkan dan 

mendapatkan sertifikasi IG. Perlindungan hukum atas IG terus berlaku 

sepanjang reputasi dan kualitas produk terus terjaga. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses pendaftaran Indikasi Geografis pada 

Pisang Muli, penulis menyampaikan beberapa saran berikut: 

1. Kepada seluruh Petani Pisang Muli dan petani pisang lainnya di Provinsi 

Lampung, untuk membudidayakan Pisang Muli serta membentuk 

asosiasi/paguyuban petani Pisang Muli untuk memperkuat daya nilai Pisang 

Muli bagi Provinsi Lampung, sehingga dapat memudahkan dalam 

pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Kemudian 

diperlukan adanya pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan 

sumber daya manusia yang mengerti akan manfaat dan prosedur 

pendaftaran Indikasi Geografis yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi 

Lampung. 
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2. Kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual, untuk memberikan perhatian lebih terhadap potensi 

daerah dan mendukung petani Pisang Muli dalam mewujudkan 

perlindungan hukum Indikasi Geografis. Salah satu langkah yang dapat 

diambil adalah dengan menginisiasi pengajuan permohonan pendaftaran 

Indikasi Geografis untuk Pisang Muli. Kemudian diperlukan perhatian 

khusus oleh Pemprov terhadap proses pendaftaran setiap produk Indikasi 

Geografis sebagai langkah perlindungan hukum, serta melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap produk Indikasi Geografis untuk 

memastikan terjaganya reputasi dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab.
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